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PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penerapan pemolisian masyarakat sangat penting
dalam membangun dan menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
secara optimal;

b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian
Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Pemolisian Masyarakat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4168);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan
fungsi kepolisian.

Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang
selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk
mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri
dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan
mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban
masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan
masalahnya.

Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri dari
pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang
menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan
tugas.

Pengemban Strategi Polmas adalah anggota Polri yang
ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan
Polmas.

Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan
kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan
ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan
pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat

bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan
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gangguan  terhadap keamanan dan  ketertiban,
menciptakan ketentraman, serta mendukung
terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk
mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-
upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan
ancaman, gangguan keamanan dan  ketertiban
masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri,
mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan
implementasinya.

Pilar Polmas adalah unsur utama dalam penerapan
Polmas.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya
disingkat FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri
dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar
kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah
keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu
dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang
menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Balai Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya
disingkat BKPM adalah tempat/bangunan yang khusus
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKPM dalam
membangun kemitraan serta pemecahan masalah.
Pimpinan Satuan Kewilayahan adalah Kepala Kepolisian
Daerah, Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian
Sektor.

Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi
dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke

pintu (door to door system).

Pasal 2

Polmas bertujuan untuk:

a.

mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang
didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani

dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan
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potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan

meningkatkan  kesadaran hukum dan  kepedulian
masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Polmas, meliputi:

a.

kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan
masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial,
pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan
ketertiban;

kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan
masyarakat/komunitas, saling  menghormati dan
menghargai perbedaan pendapat;

transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/
komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan
upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar
dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak
saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu
sama lain;

akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum
yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan
objektif;

partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat
untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan
masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa
aman dan tertib, memberi informasi, saran dan
masukan, serta aktif dalam proses pengambilan
keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan
dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri;
hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada
komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi
daripada hubungan formal/birokratis;

proaktif, yaitu aktif memantau dan memecahkan

masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan untuk mencegah terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan
pelayanan kepolisian;

orientasi pada pemecahan masalah, yaitu bersama-sama
dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi
dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan
respons terhadap sumber/akar masalah; dan

komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang
dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/
komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak
langsung dalam rangka membahas masalah keamanan

dan ketertiban.

BAB II
PELAKSANAAN POLMAS

Pasal 4
Polmas dilaksanakan dalam bentuk:
a. model wilayah; dan
b. model kawasan.
Pelaksanaan Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan pilar Polmas.
Pilar Polmas merupakan penentu keberhasilan program
Polmas di suatu wilayah terdiri atas unsur Polri, unsur

pemerintah dan unsur masyarakat.

Pasal 5
Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, diterapkan pada satu atau
gabungan area pemukiman.
Area pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa rukun warga, dusun, desa atau kelurahan.

Pasal 6
Polmas model wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dibentuk FKPM berdasarkan kemauan,

kesadaran dan  kepentingan masyarakat untuk



